
•	 Pada APBN 2016, dana sebesar Rp63,7 triliun 
(US$4,5 miliar) dialokasikan untuk berbagai 
bahan bakar, termasuk diesel, LPG, minyak 
tanah, dan gas cair untuk kendaraan (LGV). 
Dalam APBN tersebut juga dialokasikan 
sebesar Rp38,4 triliun (USD$2,7 miliar) untuk 
subsidi listrik.  

•	 Pada 7 Oktober, pemerintah mengumumkan 
sejumlah penurunan harga bahan bakar. 
Penurunan tersebut mencakup penurunan 
harga Solar –merk diesel dari Rp6.900 per liter 
menjadi Rp6.700 per liter, serta penurunan 
harga berbagai bahan bakar non-subsidi 
seperti Avtur (bahan bakar pesawat), Pertamax 
(bensin RON 92), Pertalite (bensin RON 90), dan 
LPG 12kg non-subsidi. 			 

•	 Alokasi subsidi listrik 2016 menunjukkan 
penurunan yang signifikan dibandingkan 2015, 
yang mencerminkan niat pemerintah untuk 
menerapkan reformasi subsidi listrik pada 
2016.  

•	 Kuota diesel bersubsidi ditetapkan sebesar 
16 juta kiloliter dan dianggarkan sebesar 
Rp16 triliun (US$1,12 miliar). Kuota untuk LPG 
bersubsidi ditetapkan sebesar 6,6 juta ton, 
atau setara dengan Rp31 triliun (US%2,17 
miliar). Alokasi subsidi LGV tidak sampai kuota 
maksimal, namun diberikan plafon moneter 
sebesar Rp6,4 miliar (US$0,44 juta). Volume 
minyak tanah bersubsidi ditetapkan sebesar 
maksimal 688 ribu kiloliter, atau setara dengan 
Rp2,6 triliun (US$0,182 miliar).

Sorotan

Sebuah kajian dwi-bulanan tentang kebijakan subsidi energi
Indonesia dan pasar energi

Sebagai bagian dari kerjanya di bidang kebijakan energi dan
pembangunan berkelanjutan di Indonesia, the Global Subsidies Initiative
(GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD)
menerbitkan briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. Untuk
informasi lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di lucky.lontoh@iisd.org 
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APBN dan Subsidi Bahan Bakar Indonesia 2016

Pada 30 Oktober, DPR telah mengesahkan APBN 2016. 
APBN ini mengantisipasi adanya penurunan pertum-
buhan ekonomi dari 5,7% pada 2016 menjadi 5,3% 
pada 2016. Inflasi tahunan diperkirakan sebesar total 
4,7% pada 2016, yang berarti 0,3 persen lebih rendah 
dibandingkan 2015. APBN tersebut juga memperki-
rakan terus berlangsungnya depresiasi rupiah terha-
dap US dollar, dan APBN tersebut juga didasarkan 
pada harga minyak mentah sebesar US$50 per barel. 
Angka ini sedikit lebih rendah dari sebelumnya, yaitu 
US$60 per barel yang terdapat pada APBN Perubahan 
2015, dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
APBN 2014, di mana harga minyak mentah diperki-
rakan sebesar US$110 per barel. 

Suntikan Modal kepada BUMN  

Sejak awal Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014, 
suntikan modal besar kepada BUMN telah menjadi alat 
kebijakan utama pemerintah untuk meredistribusikan  
penghematan fiskal yang didapat dari reformasi subsidi 
bahan bakar fosil pada akhir 2014 dan awal 2015. Pada 
2015, pemerintah menyalurkan APBN sebesar Rp64,88 
triliun (US$5,5 miliar) untuk memperkuat 40 BUMN 
(GSI, 2015). Pada  Proposal APBN 2016 awal pemerin-
tah, pemerintahan Jokowi sekali lagi menunjukkan ni-
atnya untuk memperkuat BUMN melalui transfer APBN, 
namun DPR menentang rencana tersaebut sehingga 
rencana itu belum dimasukkan ke dalam APBN yang di-
setujui pada 30 Oktober. Isu ini akan didiskusikan pada 
pertemuan Komisi VI tentang Industri, Investasi, dan 
Persaingan Usaha, dan selanjutnya akan dimasukkan 
ke dalam APBN Perubahan 2016 (Detik Finance, 2015). 
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Indikator 2014 
LKPP

2015 
APBN

2015 
APBN-P

2016 
APBN

Pertumbuhan 5.06% 5.8% 5.7% 5.3%

Inflasi (yoy) 8.36% 4.4% 5.0% 4.7%

Nilai Tukar (IDR/
US$) 11,878 11,900 12,500 13,900

Nilai Suku Bunga 
(3 months) 5.80% 6.0% 6.2% 5.5%

Harga Minyak 
Mentah Indonesia 
(USD/barrel)

97 105 60 50

Produksi Minyak 
(ribu barel/hari) 794 900 825 830

Produksi Gas 
Alam (juta barel 
setara minyak/
hari)

1,224 1,248 1,221 1,155

Sumber: Laporan Audit APBN 2014, Nota Fiskal dan Proposal APBN 
2016, (Sekretariat Kabinet, 2015), (Antara, 2015).

Table 1 APBN – Indikator Makroekonomi Subsidi Bahan Bakar Fosil pada APBN 2016 

Pada 2016, pemerintah mengalokasikan dana APBN sebe-
sar Rp63,7 triliun (US$4,5 miliar) untuk berbagai bahan 
bakar, termasuk diesel, LPG, minyak tanah, dan gas untuk 
kendaraan (LGV). Pada awalnya pemerintah mengusulkan 
Rp70,96 triliun (US$4,9 miliar) untuk subsidi bahan bakar, 
namun jumlah tersebut  dikurangi setelah dibahas di DPR 
(Kementerian Keuangan, 2015). Kuota diesel bersubsidi 
ditetapkan sebesar 16 juta kiloliter dan dianggarkan 
sebesar Rp16 triliun (US$1,12 miliar). Kuota untuk LPG 
bersubsidi ditetapkan sebesar 6,6 juta ton, setara dengan 
Rp31 triliun (US$2,17 miliar). Alokasi untuk subsidi LGV ti-
dak mencakup kuota maksimum, namun diberikan plafon 
anggaran sebesar Rp6,4 miliar (US$0,44 juta). Kuota untuk 
minyak tanah bersubsidi ditetapkan sebesar 688 ribu 
kiloliter, senilai total Rp2,6 triliun (US$0,182 mliar). APBN 
2016 juga melakukan carry-over belanja subsidi bahan 
bakar  yang setara dengan Rp12,7 triliun (US$0,89 miliar) 
dari tahun fiskal 2015 (Detik.com, 2015).

APBN 2016 juga mengalokasikan Rp37,4 triliun (USD$2,7 
miliar) untuk subsidi listrik. Serupa dengan pembahasan 
di DPR terkait alokasi subsidi bahan bakar, proposal awal 
pemerintah untuk subsidi listrik sebesr Rp50 triliun sedikit 
diturunkan setelah terjadi negosiasi di DPR (Kementerian 
Keunagan, 2015). 

Alokasi untuk subsidi listrik 2016 menunjukkan penu-
runan yang signifikan dibandingkan dengan 2015, ketika 
subsidi listrik diperkirakan berjumlah sebesar Rp73,1 
triliun (US$5,1 miliar) dan mencerminkan niat pemerintah 
untuk menerapkan reformasi subsidi listrik pada 2016. 
Detil lebih lanjut terkait rencana reformasi listrik dapat 
dilihat di bawah ini.

Reformasi Subsidi Listrik pada 2016

Dengan disahkannya APBN 2016, DPR telah memberi 
tanda persetujuan atas rencana pemerintah untuk men-
gurangi subsidi listrik. Reformasi subsidi listrik awalnya 
direncanakan  utuk dilaksanakan pada Januari 2016 
(Kompas, 2015), namun pada 4 November, Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengu-
mumkan bahwa reformasi tersebut akan ditunda hingga 
Juli 2016 karena alasan teknis. 

Skema subsidi listrik Indonesia saat ini memberikan 
bantuan kepada dua kelompok rumah tangga dengan 
koneksi listrik terendah, yaitu 450VA atau 900VA. Total 
jumlah koneksi pada kedua kelas tersebut diperkirakan 
sebesar 45,36 juta, yang terdiri dari 22,9  juta koneksi 
450VA dan 22,47 juta koneksi 900VA (Kompas, 2015). 
Meskipun modalitas perubahannya masih dibahas oleh 
pemerintah, Sudirman Said menyatakan bahwa jumlah 
penerima subsidi akan berkurang secara signifikan, dan 
bahwa subsidi ke depan hanya akan ditargetkan untuk 

Jenis Bahan 
Bakar

2014 
APBN-P

2015 
APBN

2015 
APBN-P

2016 
APBN

Bensin ( juta 
kiloliter) 29.4 29.6 0 0

Diesel ( juta kilo-
liter) 15.7 16.2 17.05 16

Minyak tanah 
(juta kiloliter) 0.9 0.9 0.85 0.69

LPG (juta ton) 4.99 5.77 5.77 6.6

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2015); (Badan Pemeriksa Keuangan, 
2014); (TPID-DIY, 2014); (CNN Indonesia, 2015), (Detik.com, 2015). 

Table 2 Volume Bahan Bakar dan LPG Bersubsidi pada 
APBN 
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rumah tangga miskin dan rentan. Saat ini, menurutnya, 
23 juta rumah tangga yang tidak termasuk kategori miskin 
atau rentan turut menikmati kebijakan subsidi. Selanjutnya 
dijelaskan pula bahwa PT PLN nantinya akan bertanggung 
jawab menetapkan siapa saja penerima manfaat yang 
berhak menikmati subsidi dengan mengunjungi konsumen 
satu per satu untuk menguji apakah mereka layak menjadi 
penerima, serta untuk memastikan bahwa data konsumen 
tersebut benar-benar akurat. Salah satu indikator kelay-
akan tersebut menurutnya adalah apakah yang bersangku-
tan memiliki kartu perlindungan sosial seperti “Kartu Indo-
nesia Sehat” dan “Kartu Keluarga Sejahtera”, atau "Kartu 
Indonesia Pintar (Riau Pos, 2015). Pelaksanaan reformasi ini 
juga diharapkan akan memanfaatkan “Basis data terpadu” 
untuk perlindungan sosial yang dikembangkan oleh Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 
Basis data tersebut berisi informasi sosial ekonomi dari 96 
juta warga,  yang setara dengan sekitar 40 persen popu-
lasi total Indonesia, dan dapat membantu PT PLN dalam 
membuat subsidi listrik ke depan lebih tepat sasaran (Bah, 
Mardiananingsih, & Wijaya, 2014; TNP2K, n.d.; CNN Indone-
sia, 2015). 

Gambar 1 Subsidi Energi Indonesia 2009-2016

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2015), (CNN Indonesia, 2015), (Sekre-
tariat Kabinet, 2015)

Perkembangan Terakhir Penetapan Harga Bahan Bakar 
Saat Ini
Pada 7 Oktober, Menteri Sudirman Said mengumumkan 
serangkaian penurunan harga bahan bakar. Penurunan 
ini mencakup penurunan harga Solar, dari Rp6.900 per 
liter menjadi Rp6.700 per liter, serta penurunan harga 
berbagai bahan bakar non-subsidi seperti Avtur (bahan 
bakar pesawat), Pertamax (bensin RON 92), Pertalite 
(bensin RON 90), dan LPG 12kg non-subsidi. Harga ben-
sin Premium dan LPG 3kg bersubsidi tidak berubah.

Sejak mereformasi subsidi bahan bakar secara resmi 
pada awal 2015, pemerintah telah memusyawarah-
kan isu terkait seberapa sering penyesuaian harga 

konsumen harus dilakukan. Pada tiga bulan 
pertama setelah reformasi, harga bahan bakar 
cukup sering mengalami penyesuaian, namun 
tetap stabil dari 28 Maret hingga 1 Oktober. 

Jenis Bahan 
Bakar/Merk Biaya Unit

Harga 
sebelum 
Oktober 

2015

Harga 
setelah 
Oktober 

2015

Premium (Bensin 
RON 88) – Jawa, 
Madura, dan Bali

Rp/liter 7,400 7,400

Premium (Bensin 
RON 88) – Di luar 
Jawa, Madura, 

Rp/liter 7,300 7,300

Solar (Diesel 
otomotif) Rp/liter 6,900 6,700

LPG 12kg Rp/12kg 141,000 134,000

Pertamax (Ben-
sin RON 92) Rp/liter 9,250 9,000

Pertalite (Bensin 
RON 90) Rp/liter 8,400 8,300

Avtur (bahan 
bakar pesawat) Tidak Ada Tidak Ada Down by 

5.33%

Table 3 Perubahan Harga Bahan Bakar Terbaru

Namun baru-baru ini Menteri Sudirman Said 
mengumumkan bahwa untuk ke depan, pemerin-
tah akan menyesuaikan harga bahan bakar setiap 
tiga bulan sekali.

Meskipun subsidi bensin Premium telah dire-
formasi secara resmi pada awal 2015, PT Per-
tamina baru-baru ini mengumumkan  tentang 
kerugian yang dialami  karena  harga Premium 
tidak disesuaikan dengan formula penetapan 
harga (GSIa, 2015). Menindaklanjuti hal tersebut, 
Kementerian ESDM baru-baru ini mengeluarkan 
sebuah ikhtisar mendetil yang menunjukkan 
bahwa perbedaan harga per bulan antara harga 
konsumen dengan harga aktual yang telah dihi-
tung sudah sesuai dengan mekanisme penetapan 
harga yang resmi.  Ikhtisar tersebut, sebagaimana 
ditunjukkan di bawah ini, menunjukkan bahwa 
meskipun reformasi telah dilakukan pada awal 
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Tanggal
Harga Bahan Bakar 
Menurut Formula 

Harga (Rp per liter)

Harga Bahan Bakar 
yang Ditetapkan Den-

gan Pertimbangan 
Politis

Perbedaan per liter

Total subsidi dalam 
miliar rupiah (ber-
dasarkan volume 

penjualan)

1 Januari 7.600 7.600

19 Januari 6.600 6.600

1 Februari 6.300 6.600 300

1 Maret 7.000 6.800 -200 -202,18

28 Maret 7.900 7.300 -600 -596,36

1 Mei 7.950 7.300 -650 -663,54

1 Juni 8.950 7.300 -1650 -1.640,79

1 Juli 9.100 7.300 -1800 -2.015,51

1 Agustus 8.450 7.300 -1150 -1.207,70

1 September 7.700 7.300 -400 -412,53

Total -6738,61

Sumber: Ministry of Energy and Mineral Resources (2015).

Gambar 2 Harga Bensin Premium (Non Jamali) – Harga jual versus harga aktual 

2015, subsidi bahan bakar untuk bensin Premium 
secara de facto sebenarnya diterapkan kembali 
pada bulan Maret, dan sejak saat itu berfluktuasi 
sejalan dengan harga minyak internasional dan 
nilai tukar.

Undang-Undang Minyak dan Gas yang Baru

Para pengambil kebijakan saat ini sedang mem-
bahas perancangan undang-undang baru un-
tuk mengatur sektor minyak dan gas Indonesia. 
Revisi Undang-Undang Migas yang lama tersebut 
dipicu antara lain oleh putusan Mahkamah Kon-
stitusi pada 2012 untuk membubarkan BPH Migas 
sebagai lembaga regulasi independen Indonesia 
sejak 2001. Meskipun modalitas UU Migas yang 
baru ini belum jelas, rancangan UU yang sudah 
ada menunjukkan bahwa pemerintah akan mem-
perkuat kendali atas sektor migas, termasuk peran 
BUMN PT Pertamina (ReedSmith, 2015). Selain itu, 
diharapkan bahwa UU Migas yang baru tersebut 
akan merevisi atau menghapus total sistem Kon-
trak Bagi Hasil (KBH/PSC) yang saat ini masih diter-
apkan dan menetapkan bahwa pemerintah Indo-
nesia berkewajiban mengganti biaya eksplorasi 
dan produksi yang dikeluarkan investor asing (SKK 
Migas, 2015). KBH sebelumnya memang telah 
ditentang, dengan alasan banyak perusahaan 

sengaja membengkakkan (markup) biaya eksplorasi 
mereka untuk mendapatkan pendapatan lebih, 
namun pada saat yang sama KBH juga diakui meru-
pakan salah satu insentif yang menarik investor asing 
sehingga membantu memaksimalkan keluaran dari 
aktivitas hulu Indonesia (Hoang, 2016). Saat ini masih 
berlangsung perdebatan apakah mengganti sistem 
KBH, adalah langkah tepat untuk mentransfer kendali 
dan pengawasan aktivitas hulu kepada PT Pertamina 
(atau BUMN lain yang dapat dibentuk khusus untuk 
tujuan tersebut), sementara perusahaan asing hanya 
diizinkan untuk mendukung dari sisi teknologi dan 
modal (ReedSmith, 2015).  

Undang-Undang Migas yang baru kemungkinan 
juga akan merevisi penataan sistem regulasi industri 
minyak dan gas bumi Indonesia. Sejak dibubarkannya 
BPH Migas pada 2012, fungsi-fungsi regulasi dijalank-
an oleh SKK Migas, sebuah unit yang dibentuk di 
bawah Kementerian Energi sebagai respon langsung 
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini 
pemerintah berencana membentuk dua badan publik 
baru sebagai bagian dari UU Migas untuk meregulasi 
aktivitas hulu maupun hilir. 

Terakhir, harus dipahami pula bahwa salah satu ba-
gian inti UU Migas yang baru adalah pembentukan 
suatu Dana Minyak. Dana Minyak ini akan digunakan 
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untuk mendukung PT Pertamina menjalankan 
aktivitas hilirnya untuk meningkatkan cadangan 
minyak dan gas, mengurangi kerugian perusahaan, 
dan menjaga harga energi tetap stabil (Deal Street 
Asia, 2015). Pendanaan untuk Dana Minyak akan 
berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN dan 
pendapatan pajak.  Hingga hari ini, masih belum 
jelas bagaimana Dana tersebut akan diselenggara-
kan (Rambu Energy, 2015). 
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